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BAB V 

KESIMPULAN 

 

 Berdasarkan penelitian studi kasus terhadap sengketa waris yang 

eksekusinya tidak dapat dilaksanakan sesuai amar tambahan Putusan 

Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi. disimpulkan bahwa: 

1. Eksekusi riil dalam HIR pasal 200 (1) / 218 (2) RBg menyebutkan 

bahwa jika pihak yang kalah perkara tidak mau mengosongkan barang 

tidak bergerak, maka ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah 

kepada petugas eksekusi dan bila perlu dengan bantuan aparat 

penegak hukum sebagaimana amar Putusan Nomor: 

1708/PdtG/2014/PA.Cmi poin nomor 2 yang menegaskan: 

“Pihak yang kalah mengosongkan objek sengketa dan kalau 
perlu dengan membongkar bangunan yang ada diatasnya, 
dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara riel/natura, 
obyek sengketa tersebut dijual secara lelang didepan umum dan 
dari hasil penjualanya diserahkan kepada Para ahli waris sesuai 
bagian masing-masing.” 
 

 Eksekusi atau perintah dan dibawah pimpinan ketua Pengadilan 

Agama, yaitu Pengadilan Agama yang menjatuhkan putusan tersebut, 

atau Pengadilan Agama yang diberi delegasi wewenang oleh 

Pengadilan Agama yang memutusnya, dan yang berwenang 

melaksanakan eksekusi hanyalah pengadilan tingkat pertama. Upaya 

pengadilan untuk melakukan ekskusi dilakukan beberapa tahap 

antara lain:  
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a. Peringatan ( Aanmaning), pemanggilan kepada pihak tereksekusi 

untuk mematuhi amar putusan. 

b. Surat Penetapan, kelanjuan dari peringatan. 

c. Pemberitahuan, kepada pihak yang tereksekusi.  

d. Pelaksanaan Sita Eksekusi, dilakukan panitera/juru sita 

atas Penetapan Ketua Pengadilan dapat di back up 

aparat penegak hukum. 

e. Pembuatan Berita Acara, ditandatangani pejabat yang 

berwenang dan 2 (dua) orang saksi. 

f. Eksekusi (penyerahan dari Pengadilan kepada yang 

berhak). 

Putusan seharusnya dapat dilakukan karena nomor kohir 

sesuai, selain itu sengketa mengacu pada pembagian ahli waris 

yang tidak tepat sehingga dimungkinkan nama tersebut hanya 

mengacu pada salah ssatu ahli waris. Tetapi menjadi masukan 

bagi praktisi, penegak hukum, dan yang bersengketa dalam 

mengajukan gugatan harus secara detil mengetahui 

administrasi/register tanah dan disampaikan di persidangan. 

Karena akan memudahkan Pengadilan dalam melakukan 

eksekusi. 

2.  Dalam Putusan Nomor 1708/Pdt.G/2014/PA.Cmi. amar putusan poin 3 

(tiga) hakim memutuskan bahwa upaya hukum lain dapat ditempuh, 

tetapi eksekusi harus dilaksanakan karena sengketa telah diputus. 



65 
 

 
 

“Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu 

meskipun ada upaya hukum (uitvootbaar bij voorraad).” 

 Putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu dikenal dengan 

putussan serta merta, dalam Pasal 180 (1) HIR atau 191 (1) RBg 

memberi hak kepada penggugat untuk mengajukan permintaan agar 

putusan dapat dijalankan eksekusinya lebih dulu, sekalipun pihak 

tergugat mengajukan banding atau kasasi. Dengan demikian hakim 

dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar bahwa putusan 

dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut "putusan dapat 

dieksekusi serta merta" Wewenang menjatuhkan putusan serta 

merta hanya pada Pengadilan Agama.  
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